LEMBA_RAN DAERAH
KOTA PEKANBARU

. AL I HEE .
Nomor: 4% Tahun: 270 Seri:D Nomor: i/

—
—

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR : 9 Tahun 2002
TENTANG
USAHA PARIWISATA KO'I:A PEKANBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES A
WALINOTA PEKANBARU - e — e

Menimbang : a. bahwa Razncangan ,Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
tentang Usaha Panwisala Kota Pekanbaru telah disatujui,
sesual dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakvat
Dacrali Pekanbaru Nomor 09Kpts/DPRIN2002 (entane
pasetujuan ierhadap Rancangan Peraturan dacrah menjadi
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru:

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas,
periu diatur dan ditetapkan dalam suatun Peraturan Daereh.

Mcugingm - 1. Undang-undangz Nomor @& Tanun 1936 tcntang
Pembentukan  Daerah  Otonom  Kota  Kecil  dalam
lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1936 Nomor 25);
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5 Undang-undang Nomor 61 Tahun 1953 Tentang

" pembentukan Dacrah-daerah  Swatantra Tingkat |

gumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun
1958 Nomor 112);

3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentano
* Kepariwisataan (Lembaran Negara Tatun 1990 Nomor
78. ‘Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3683), vang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Necgara Nomor
1048);

wh

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan ilidup { Lemibaran Negara Tahun
1997 Nomor 68 , Tambahan J.embaran Negara Nomor
3699 ), ’

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang

Pemerintahan Daerah  (Lembaran MNegara Tahun 1999

Nomor 60); s

7. Undang-undang Nomor 235 tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintzh Pusat  dan
Daerah ( Lembaran Ncgara Tahun 1999 Nomor 72)

8. Peraturan Pemcrintah Nomor 5 Tahun 1975 tentarg
) s , _—
Pengurusan dan Pcriangeung Jawaban / Pengaivasan
Keuaingan Caeraly;

9.

) . . s )
Peraturan Pemerintah  Nomor 67 Tahun 1996 tentang
S P . .o . Newdra
?‘".‘ ‘-]Cngguraan KNepanwisataan - ( | .embaran -\22711-1
,l_ahu“ 1996 Nomor 101. Tambahan [embaran Negl

Lahun 1996 Nomer 3658)

- - a
.
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10. Perqnlr:{tz Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Tahun 200! Nomor

"\Qﬂ')).-

- o ha N

ll.Instrulgsi Presiden Nomor 9 Tahun 1969 Tentang
Pengembangan Kepaniwisataan;

12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1987 tentang

Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di Bidang Usaha
Panwisata;

13. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi
Nomor KM.70/PW.105/MPPT-1985 tentang Peraturan
Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

14. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi
Nomor . KM.82/PW.102MPPT-1998 tentang
Pramuwisata dan Pengatur Wisata;

i5. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi
Nomor KM.70/PW.304/MPPT-1989 tentang Perubahan
Istilah Losmen Pasa.22 dan Pasal 24 Keputusan Menteri
Panwisata, Pos Dan  Telekomunikasi Nomor
KM.69/PW.304/MPPT-1985 tentang Peraturan Usaha
Dan Penggolongan 1.osmen;

16. Feepulusan Menten Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi
Nomor 104/PW.304/MPPT-1991 tentang Ketenluan
Usaha Bar;

17.Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi
Momor KM.105/PW.304/MPPT-1991 tentang Usaha Jasa
Pramuwisaia;

18.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.70 Tahun
1991 tentang Tan{ Sewa Ruangan. Sewa Tanah dan
Pemasangan Reklame;

2
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19.Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi
Nomor KM.9/PW.102/MPPT-1993, tentang Pedoman
Umum Penyusunan Upaya Pengelolaan Linekunean dan
Pemantauvan Lingkungan Bidang Pariwisata; o

20.Keputusan Menleri Kebudavaan dan,Pariwisata Nomor
Kep. 012°MPRAV2001 tanggal 22 Apiil 2001 tentang

dvde

Pedoman Umum Penjinan Usaha Panwisaia;
21.Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun
2000 tentang  Penvidik  Pegawai  Negenn Sipl - di
Lingkungan Pemenntah Kota Pekanbaru;
22 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun
2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas-Dinas di lingkungan Pemenntah Kora
Pekanbaru.
Dengar: persetujuan
TWAN PERWAKIL AN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU.
~ A MUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG
USAHA PARIWISATA KOTA PEKANBARU.
BARI
KETENTUAN UNiUN
Pasal !
Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan

a. Daerah adalah Daeral: Fota Pekanbaru:

b. Pemerintah Daerali udalah Pemerintah Kota Pekanbaru,

¢. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
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n,

‘Rettbugi adatap pembayaran atas penerbitan izin yang wajib

(70)
. Perwakilan Rakyat Daerah adalah Deway, Perwakilan Rakyat

Daeral Kota Pekanbaru;

Dinas Kebudayaan dan Panwisata adalah  Dinas Kcbudayaan dan

pariwisata Kota Pekanbaru;

Kepala Dinas Kebudayaan dan Panwisata adalah Kepala Dinas Kebudavaan
dan Pariwisata Kota Pekanbaru;

Badan adalah suatu bentuk usaha yang dapat berbentuk Badan Usaha atau

usaha perorangan;

pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk
pengusahaan obyek wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebn;

Usaha Saranz Pariwisata adalah usaha pariwisaia vang ruang iingkup
kegiatannya meliputi penyediaan, akomodasi, makan dan minum, angkutan

wisata, sarana wisata tirta dan kawasan paniwisata;

Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah merupakan usa}}a"pe{nanfaamn
sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sarana w:sata,

T - s . e , mol
Usaha Jasa Pariwisata adalab usaha panwisata vang ruang lingkup
smint : . . . oo B oaraar,
kegiatannya  melipusi peuvediaan  jasa pelayanan dan peny clenggat
Panwisaia:

+ Obyek Wisata adalah obyek wisata yang ada di Kota Pekanbaru

dibavar cleh

PeIgusana kepada Kas Daerah

K . Bank
sz Dacrah adalah Kas Pemerintah Kota Pekanbary pada

cmbang“nﬂn Dacrah ( BPD ) Kota Pckanbaru
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BABII

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) \Maksud Peraturan Daerah int adalah memberikan perlindungan dan
Kepastian Hukum terhadap usaha-usaha Kepariwisataan yang menunjang
perkembangan / pertumbuhan Kota, selaras dengan nilai-nilai budaya
melavu, moral / religi dan kesusilaan masyarakat Kota.

(2) Tujuan Peraturan Dacrah ini adalah untuk menciptakan iklim usaha
dibidang Kepariwisataan di Kota Pekanbaru yang sehat, dinamis serta
menjunjung tinggi nilai-nilai  budava  melayn, moral / religi dan
kesusilaan masyarakat Kkota. .

BAB III
BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

: Pasai 3 ‘

(1) Usaha sarana pariwisata, pengusahaan obyek dan daya tarnk wisata yang
seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Republik Indonesia dapat
berbentuk Badan Usaha atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.

(2) Usaha sarana pariwisata, pengusahaan obyek dan daya tank wisata yang

seluruh modalnya patungan antara Warga Negara Republik Indonesia,
dan Warga Negara Asing bentuk usahanya harus Perscroan Terbatas.

BAB IV
PENYELENGARAAN DAN JENIS USAHA PARIWISATA
| Penyzlenggaraan Usaha
Pasai.4
Penyelenggaraan Kepariwisataan ~ sesuai  dengan undang-undang

Rffl)ublil; Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 dan Peraturan Pemenintah
Nomor : 67 Tahun 1996, usaha Pariwisata digabungkan dalam :

)

0
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1. Usaha Jasa Panwisata yang terdiri dar -
Jasa Biro perjalanan Wisata
Jasa Agen Perjalanan Wisatg
Jasa Pramuwisata
Jasa Konvensi Perjalanan Insengf dan Pameran
Jasa Inpresarnat
Jasa Konsultan Parinisata
Jasa Informasi Pariwisata,

@ o Ao o

2. Pengusahaan objek dan daya tank wisata dikelompokkan kedalam -
a. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam
b. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata Budava
c. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata Minat Khusus,

3. Usaha Sarana Pariwisata yang terdiri dari :

a. Penyediaan angkutan wisata

b. Penyediaan akomodasi

¢. Penyediaan makan dan minum
d. Penyediaan sarana wisata lirta
€. Penyediaan kawasan pariwisata.

4. Pcngclolaan Usaha Pariwisata milik Pemerintah Kota Pekanbaru.

2)" Jenis Usaha Pariwisata di Kota Pekanbaru dalam Peraturan Daerah inj
adalah sebagai beritut :

~—

a. Hotel.

b. Motel

¢. Hunian Wisatas service apartemen

d. Penginapan remaja.

¢. Perkemahan.

f. Jasa boga atau catering

g Tenpai konvensi, pameran dan balai pertemuan,

—
-

. Objek wisaia.
Alraksi wisata.
Taman rekreasi.
Gelanggang renang,
Padang oolf.

m. Kolam memancing.

— e e
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(1)

3
Wi,

cara. dan persvaratan teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 djte(s

Pimpinan penyelenggara usaha saran
obyek, dan daya tark wisata sebagaima
a, b, dan c berkewajiban untuk

d.

Cy

[¢]

0.

T E T Y nNoT o

(73)

Gelanggang permaiian mekanik/elektronik
Gelanggang bola gelindling; bowling, :
Arena bola sodok/ billvard.

Musik hidup.

Karaoke.

Bioskop.

Pangkas rambut/'salon

Kesenian tradisional.

Fitnes centre/sanggar senam.

Arena latthan golf

Pasal 5

penvelengoaraan  usaha

panwisata
pkan oleh Walikota

Pasal 6

a paniwisata serta pengusahaan
na dimaksud dalam pasal 3 huruf

Mengadakan pembukuan perusahaan
perundang undangan yang berlaku;

Mentaati ketentuan perizinan usaha kepaniwisataan, dan peraturan
perundang-undangan perpajakan; :

sesuai  dengan peraturan

Mentaati perjanjian Kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan
kesejahteraan karyawan;

Meningkatkan rautu penveienggaraan usaha: _
Mzmelikara  kebersihan,  dan heindahan  lokasi serta kelestanan
bngkungan usaha: _
Menjamin  kesclamaian,  dan kenyamanan  pengunjung - serta
mencegan timbhulnva  hahava kebakarau; .
Melarang dan mchccgah penggunaan temypat usaha untuk l\cgua.tan
beredaran, dun pemakaian obat-obat terlarang seita barang let lm.famg(i )
Meiarang dan mencegah setiap orang untuk melakukan perjudian da
perbuatan vang melanggar kesusilaan: . molalsangkan
Mamberikan Kescrupatan  kepada  Karyawan  untuk melihs
badah: . _
Menggunakan Bahasa Indonesia untuk nama dan kegiatan usaha.
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0 Pimpinan penyelenggara u;z;hq pariwisata dilarang :
a. Memakai tenaga kerja  dibawah umur dan Ienaga Kerja asing tanpa
i7in chuai dengan.pcraruran perundang-undangan vang; berlaku; ’
b. Menerma pengunjung di bawah umur (untuk jenis usaha tcnen;u).

BAB V

PERIZINAN
Bagian Pertama
Izin Sementara Usaha Pariwjsata (ISUP)

Pasal 7

(1) Sectiap pembangunan tempat usaha sarana panwisata scrta pengusahaan
obvek, dan daya tank sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3)
Peraturan Daerah 1 terlebih dahulu harus memiliki Izin Sementara
Usaha Panwisata (ISUP) dan Walikota.

(2) Izin Sementara Usaha Panwisata (ISUP) sebagaimana dimaksud pada
avat (1) pasal i1 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan tidak
didaftar ulang.

(3) Izn Sementara Usaha Pariwisata (ISUP) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindahtangankan Kecuali dengan
persetujuan tertulis dari Walikota. '

() Izin Sementara Usaha Pariwisata (ISUP) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini bukan izin operasionai, hanya digunakan scbagai dasar
untuk mengurus izin Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan
(SP3L), Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), Ian
Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin DPengadaan  Sarana, dan
prasarana lainnya serta scbagai dasar untuk memperoleh lzin Tetap
Usaha Panwisata (ITUP).

9
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. Bagian Kedua
Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP)

Pasal §

() Sctiap pcn).-cl.cngg:im usaha sarana pariwisata

dava tarik Wisala seria jasa pramuwisa(a Scb’
pasal 4 avat (1). (2). dan (3) Peraturan Daer
memuiliki 1zin Tetap Usaha P

agamana dimaksuq dalam

s ah ini terlebih daf
anwisata (TT'UP) da Walikota. W e

(2) [zin Tetap Usaha Panwisata (ITUP) scf)
(1) pasal i berlaku selama 3 (tiga) ta
sctiap tahun.

agaimana dimaksud pada avat
hun dan harus didafiar ulang

(3) 1lzn Tetap Usaha Pariwisata (ITUP) dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini

tidak dapat dipindah tangankan kecuali dengan persetujuan tertulis dag
Walikota ‘

Pasai 9

Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin fetap usaha pariwisata

(ITUP) sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Peraturan Daerah ini ditetapkan
olch Waiikota

Bagian Ketiga
Pengelolaan Usaha Pamwisata Milik
Pemenntah Kotfa Pekanbaru

Pasal 10

Usaha Pariwisata milik Pemerintzh Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud

dal?m pasal 4 Peraturan Daerah ini dikelola clch Dinas Kebudayaan dan
Panwisua

Pasal 11

Tata Cara asal 10

o ; a1, alam P
be pengelolaan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dal
eraluray

1 Daerah ini ditetapkan oleh Walikota

=
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BAB Vv
REKOMENDASI
Bagian Pertama
Promosi Pariwisata

Pasal 12

. h penyiapan bentuk bah : -

(1) S_eluru ] ! 4N Promosi pariwisata oa:
dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), (2), (3 terlebih diitf,?“a"“““"
memperoleh rekomendasi  dap Kepala Dinas Panwisata s

Walikota Pekanbaru. 21as nama

(2) Reckomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal in:
untuk 1 (satu) kah kegiatan. M » 1, Detlakn

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) ini tidak dapat
dipindah tangankan kecuali persetujuan tertulis dar Kepala Dinas
Pariwisata atas nama Walikota Pekanbaru.

Pasal 13

Tata Cara dan persyaratan untuk memperoleh rekomendasi promosi pariwisata
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini diteta
Walikota Pekanbaru. ‘
Bagian Kedua'
Perubahan Bangunan Usaha

pkan oleh

Pasal 14

() Setiap Perubahan bangunan usaha sarana pariwisata serta pengusahaan
obyck, dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 aval
() dan (3) Peraturan Daerah ini terlebih dahule harus memperoleh
rekomendasi dari Walikota .
Pasal 15 . )
dan persvaratan untuk memperoleh rekomendafn .sebagmm
alam pasal 14 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walkota.

Tata cara
d‘maksud d

ana
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BAB vII

KETENAGA KERJAAN
Pasal 16

(1) Sctiap tenaga Kerja pada Usaha Pariwisas di

Kota Pekanbary | :
t : . ) '3”1'}
memiliki sertifikat kekaryaan yang dikeluark

an olel: Walikota |

(2) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayai
Peramu minuman (Bartender)

Juru Masak (Cook)

Pramuwisata (Guide)

Pramu Kamar ( Room Boy/Maid)

Bell Boy

Pramusaji (Waiter)

Kepala Pramusaji (Head Waiter)

Penerima Tamu ( Receptionist)

Operaior Teiepon

Satpam

Captain

(1) pasal ini adalah-

prtaimiessigy 0 AL o B

Pasal 17

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Ini
dak berlaku bagj yang memiliki pendidikan formal kepariwisataan.

BAR VI
TATA CARA I3 AN PERSY ARATAN UNTUK MEMPEROLE]
SIUP, ITUP DAN REKOMENDASI

Pasal 18
Setiap jenis Usaha P

aNWisaty.

. . . 5 - P -'l
anwisala mempunyai syzra! dan ketentuan 'lém[j‘flll‘ ::
peroleh ISUP, ITUP dan Reliomensasi menurut jerms Usak
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() g y ; s
) Sclam izin belum  diterbitkan, pengusaha pariwisala

3D Usaha pariwisata yang ingin memperolch ISUP,

(78)
Pasal 19

. ITUP d; o
nas

dan Pariwisata dengan melengkapi syarat sebagai berikyf -

persvaralan Administras

. Foto copy KTP yang masih berlaku

b, Pasfoto 3x4 berwamna sebanyak 4 (empat) lembar

¢ Akie Pendinan Badan Usaha

4. 1zn mendinkan Bangunan '

¢. Izn undang-undang gangguan (HO)

f Rekomendasi Dinas Kesehatan

2 Rekomendasi Dinas Kebakaran

h. Surat izin usaha perdagangan

Persvaratan umum

a Lokasi Tempat Usaha sesuai dengan rencana umum tata ruang kota

b. lzn vang dimohon scsuai dengan peruntukannya, tidak bertentangan

dengan ketentuan perundangan yang berlaku, -nilai budaya melayu,

moral / religi dan kesusilaan / kepatutan masyarakat.

Mampu menciptakan pesona pariwisata dalam setiap pelayanannya

d. Mampu menjaga ketentraman, ketertiban, kebersthan dan keindahan
dilokasi tempat usahanya

e. Mampu menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup

f Mendapatkan persetujuan dari lingkungan masyarakal sekitar lokasi
lempat usaha tersebut :

I

2. Tempat usaha pariwisata tidak dalam sengketa hukum di dalam ¢
diluar lenibaga pengadiian
h. Tidak daiam sita jaminan / sita eksekus:.
Pasal 20
Setelal seluruh persyaratan dimaksud pada Pasal 19 peraturan dacrah

dipenuiv, maka calam janaka waku paling lama 7 (tjuh) hari seiak
larggal permohonan izin dapat dikeluarkan kepada pemohon
dilarang

o ; juga
Mengopsrasikan tempat usahanya dengan cara atau alasan apapun Jug
. 13
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Pasal 21

enerbitan 1244 : :
pet izin belum dipenuhi oleh pemohon.

permohonat

Pasal 22

M) permohonan izin ditolak jika pemohon tidak dapat memenuhi persvaratan
vang ditctapkan pada Pasal 19 Peraturan Dacrah ini '

) p;ngusah:f dapat mcngajuk:m‘ kembali pecrmohonan izin sepanjang dapat
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan daerah in1

Pasal 23

(1) Izin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi jika ternyata :

a. Pengusaha tidak memfungsikan tempal usaha untuk jenis usaha
pariwisata yang telah ditentukan dalam izn

b.. Kondisi fisik tempat usaha pariwisata telah berubah tidak sesuai
dengan izin maupun izin mendirikan bangunan

¢. Tempat usaha pariwisata baik secara nyata atau terselubung telah
dijadikan tempat untuk kegjatan atau usaha yang terlarang menurut
ketentuan perundzmg-undangan yang berlaku, kesusilaan dan
kepatuian masyarakat' _

d. Kegiatan tempat usaha pariwisata telah menimbuikan Kkeresahan.
keonaran dan ketidak tentraman bagi masyarakal o

c. Kegjatan ditempat usaha pariwisata telah menceman  lingkun@an
hidup

f. Kegjatan usaha tidak beroperasi lagi atau telah pind

g. Melanggar waktu operasional  Yang ditetapkan  dal
daerah ini.

ah alamatl
am  peraturan

- . 1abat
. e . . . \ r“l:k()'ﬂ atau n:rj"
Pencabutan izin dilaksanakan dengan keputusian \ '

yang mendapat pendclegasian

(3 o _ioin lannya.
) Pencabutan izin diikuti dengan pencabutan izin-izin lann’

14
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Dengan dicabutnya 1zin sebagaimana dim
cmpat usaha pariwisata ditutup darj segala us

aha, Vat (3) maka

Pasal 24

ngusallil e in'gi'n mcmbgka kcn}baﬁ usaha PaﬁWisznam,
kar;m penctD Sehazpan: d l.maksud pada pasal 23 i’eramran dacral
. wajib mengajukan. permohonan izin dengan perlakuan yang sama .
cmohon 121 YIRS baru disertai kesanggupan pemenuhan persyaratan fa l
ditetapkan pada pasal 19 Peraturan daerah inj. yang

4 vang ditutup

BAB IX
Waktu Operasional Usaha Pariwisata
Pasal 25

(1) Waktu operasional usaha panwisata, objek dan daya tarik wisata budaya
darijenis  hiburan umum ditetapkan sebagai berikut : :

A. Siang Han
a. Bioskop jam 14.00 WIB s/d 17.00 WIB

b. Mesin untuk bermain anak-anak jam 08.00 WIB s/d 17.00 WIB
¢. Rumah Billiard Jam 09.00 WIB s/d (7.00 WIB

B. Malam Hari | . "
a. Bioskop jam 20.00 WIB s/d 23.00 WIB, ditambah pcrlrunil‘u2 81(1,
tengah malam khusus malam Minggu jam 24.00 WIB </d 02.0
W(B _
< f \\'rnj
b. Mesin untuk bermain anak-anak jam 19.00 x?g s/d 21.00
¢.  Rumah Billyard jam 15.00 WIB s/d 22.00 W

d. Karaoke dai jarn 19.00 WIB s/d 22.00 WIB.

(2)

rus
L hun baru ha
Peﬂyelenggaraan hiburan umum’ pada menjelang 12

ferlebih ¢ahulu mendapat persetujuan dari Wabkote

1S
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BAB X

PEMBINAAN

Pasal 26

vinaan terhadap penyelenggaraan usal
(1) chfw.maﬁ . ) eg usaha, pengelola dan tenaga keri:
pariwisata di Daerah di lakukan oleh Kepala Dinas Kebudavaan fllgr:
pariwisata atas nama Walikota Pekanbaru ]

(2) Pembinaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal 26 ini meliputi :

Pembenan 1zin usaha ;

Pengendalian dan pengawasan penyclenggaraan usaha ;

Pembinaan teknis penyelenggara usaha ;

Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja ;

Pembinaan teknis pemasaran/promost ;

Pemberian penghargaan bagi usaha, dan tenaga Kerja Paniwisata yang

berprestasi. -

(3). Besarnya tarif Retribusi pemberian izin Usaha Pariwisata sebagaimana
tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

' Pasal 27

claksanaan Peraturan Daerah 1m

o e oe

. /

Pengawasan dan  pengendaban  atas
ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru sesual dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
BAR NIk
UANG INSENTIF
Pasal 28
sebesar 3% (liga persen)

Kenada pelaksana keria dilzpargan dibertkan uans insentif

dari Penciimaan yang disctorkan ke Kas Dacrah.
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BAB XIII

KETENTUAN PIDANA
Pasal 29

) Barang Siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6, 7, 8
12, 14, 16, 18, 19, 20 dan 25 Peraturan Daerah ini diancam hUkUr;‘laI;

‘dana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan, dan atau denda
sctinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
0) Tindak pidana scbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah

pclanggaraq.
Pasal 30
asifikasikan sebagai tindak pidana vang

perundang-undangan diancam pidana
1g-undangan yang berlaku. '

Terhadap perbuatan yang dapat dikl
diatur dalam suatu Kketentuan peraturan
seperti tersebui dalam peraturan perundar

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Selain  oleh Pejabat  penvidik Umum vang bertugas menyidik tindak
anz dimaksud Pasal 29

Pdana. penyidikan aias tindak pidana scbagaim

" R ? , Y ) . . o .
l_vra'.uran Dacrah i dapat juga dilakukan olch penyidik Pagawar Negen
Sipil di bngkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan
Sesuai dengan peraturan pcrundang—undanga" vang berlaku.

penyidikan.  pard pejabat
al iy berwenang -

I') ’ dik
\“) Dalam  nielaksanakan  tugas pensiclt
SCDAD VM ATy A i I
bagaimana dimaksud pada avat (1) pas
= ' o . - o adanya
. I\_ICHCHITIL] 1.’1])01’2111 atau pcngauuan dan seseorang tentang dany:
‘ lindak pidana ; d
o ; _ o -eiadi an
- Melakukan tindakan pertama pada saat 1lu di tempal kejadian,

melajnlk .
lakukan pemerihsaan :
17
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Menyurui berhenti seorang tersangka, dan memeriksa tanda pengenal

diri tersangka ;

Melakukan penyitaan benda dan, atau surat ;

Mengambil sidiK jarl, dan memotret seseorang ;

f Memanggil orang untuk didengar, dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi ;

Mendatangkan orang ah.h yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara ;

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk
bahwa tidak terdapat cukup bukii atau peristiwa tersebut bukan
merupakan tindakan pidana, dan selanjutnya di beritahukan hai
tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya ;

i, Mengadakan tindakan lain menurut hukum dapat dipertanggung

jawabkan.

o o

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI 5
Pasal 32

(1) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Peraturan
Daerah ini dapat dikenakan sanksi Adr_ninistrasi berupa :

a. Teguran lisan atau panggilan ;
b. Teguran tertulis ;

¢. Penghentian atau penutupan penyelenggaraan Usaha; -
d. Pencabutan :

- Izin Sementara Usaha Pariwisata (ISUP) ;

- Ian Tetap Usaha Parwisatz (ITUD) :

- Rekomendasi Promosi Paniwisata ;

- Rekomendasi Upaya Pengelolaan dan Pemantauan
- Sertifikat Kekarvaan

- Pembenan penghargaan ;

Lingkungan;

9 s - . . : 1 31 »aga
2) Tata cara pengenaac sanksi admiusirast sebagaiinana dimaksud |

avat (1) pasal ini di tetapkan oleh Walikotz Pehanbart.
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BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Denga berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka semua Izin Usaha Sarana
% Pengusahaan Obvek, dan Daya Tank Wisala serta izin Jasa

Pa[‘i\\-’iSaIaa ) it i g
pariwisata Yang relah di terbitkan tidak berlaku lagi dan harus mendaftar ulang,

Pasal 34
l-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Dacrah ini ditetapkan olch

Ha
Walikota Pekanbaru.

Pasal 35
Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap

Peraturan
orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dacerah
ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Pekanbaru.
Ditetapkan di - PEKANBARU
pada tanggal - 9 September 2002
WALIKOTA PEKANBARU
Cap/dto
H. HERMAN ABDULLAH,
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru
Tanggal . /& Otoher 2002
Nemor .9 tahua 2002
Seri . D Nomor 14
Sckretaris Dacrah Kota
Cap/dto

3 RUSLAINI,RAIH\‘LAN

Pembina Utama Muda NIP. 010085117
19
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. PERATURAN DAERAH KO T A 1

S g TAHUN 2002, FEANBAR
‘»“ok -9 September 2002

mﬁcﬂ . ZIN USAHA KEPARIWISAT Appy

ph®

..ﬁfl"‘“

e ————
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i : 4 | 5

3 |
j&. USAKA SARANA PARIWWISATA \ J
2 ANGKUTAN WISATA ,
b. SARANA WISATA TIRTA 2;;. 100‘.20:0%2 J\ —
<. KAWASAN PARIWISATA R 250M7 | J
| i
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ERA
TURAN DAER AL KOTA PEKANBARU

9 TAHUN 2002

TENTANG
USAHA PARIWISAT A

UMUM

, Dengan diberlakukann
Nomor : 22 Tahun 1999 (¢
Pemenntah

Ya Undang-undang Republik Indonesia
Nomor : 25 T l;]tang Pemerintah I?acrah scria Pcrat;uran
dan Kewenangan PYOpir.lsi . ba un 2000 tentang Kewenangan Pcmcm,nah
Pekanbaru sebaca; da cbagal dacrah.olonom, maka kewenangan Kota
agai .e.rah otonom semakin luas dengan beralihnya urusan-
urjusan }_r'ar_lg ,Selama i menjadi kewenangan pemerintah maupun propinsi
Riau menjadi kewenangan Kota Pekanbaru termasuk didalamnya urusan
kepanwisataan. ’

Urusan kepariwisataan vang semakin luas perlu dikelola, dibina,
diawasi, dikendalikan dengan scbaik-baiknya karena didalamnya banyak
lerlibat berbagai kalangan yakni ; dumia usaha, wisatawan, masyarakat dan
pemeriniah  Kota Pekanbaru. Di dalam peningka%an .perckonomia.n dan
kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru kontribusi usaha pariwisata
cukup besar mengingat usaha pariwisata adalah .salahvsaru sektor yang
mempunyai  daya tahan dalam  menghadapi perubahan  kondisi

perekonomian.

e el dap mist Kota Pchanbaru lebih 1crara}1 scrta .se:ia‘.an
Agar WSt 7 sebagai salah satu tujuan pariwisata,

i ek T ariwlsat:mn ) ) ¢ :
dengan visi dap TSt 1\;[1) fepariwisataan perlu ditunyang dengan berbagai

ak aan urdas , -abiiak sehu
ke pcngﬁ(liOl kebijaksanaan Perangkat dan kub}l_nl\sanaan ;ext\bl‘ (
rangk an K¢ : ' sunia usaha, masvarakat aan
pe{\‘“g‘a“ {frement perlindungd: terhzdap dumid USTES '
schagai instrumen =

wisatawan. | |
“oa untuk mengatur kembali bterbagat
)

r . .
Pe Kabupaten ! Asli Dacrah dan pajak dacrah
Pcluang - Pcndgpalﬂll "

. sNg
bidang yang berkaitan deng
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cetribusi dacrah semakin terbuka e (88)

bar (

3;:1 ng chuolilk mdgzezlsﬁlljmor + 34 Tahun 29 xf,f}?“y“ ndang.
23S undang-un 838 p - onesta Nomor : 13 Tahunn%ggcmbahﬂn
ajak 'dacrah ‘:E] wrcdg :tSl adacra.h, Dimana diharapy 1 lentang
kc'palimsalaﬂﬂ .nan P)‘d P mbn?benkan Kontribug; Yang chalf] usaha
jalam permasukan | .cn apatan Asli Dacrah yppyk - P:rluu Up - besar
dalam peraturan Daer ah. ditctapkan

Pasal Dcnli PaSill

pasal 4 Ayat (1). .
1 Usaha Jasa Panwisata

. a. Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah merupakan usaha

penyediaan jasa perencanaan, jasa  penyclenggaraan
wisata.

b. Jasa agen perjalanan wisata adalah wusaha yang
menyelenggarakan usaha perjalanan vang bertindak di
dalamnya sebagai perantara, menjual dan atau menjual
jasa untuk melakukan perjalanan.

c. Jasa pariwisata adalah jasa yamg melayani wisatawan
dalam kcperluan bisnis dan tugas pemenntah serta
menjempul dan mengatur wisalawan ( Travel guide,
service ) dari tempat kedatangan ketempat tujuan.

. : T eanty : yameran

d. Jasa komensi perjalenan  imsentil | dd]{“~ l'ln‘; o

merupakan jasa perencdnaan, penyedian fastitds

pelayanan, jasa penyelenggar

insentif’

pcnguru‘mn

kegiatan
- berupd

¢. Jasa imfrecariat merupakan

: h yang
penyelenggaraan -+ hiburan bm:\ mengembalikannyd
- . e :‘u 1 1<) ) . n
mendatangkan, mengunm g an jenis hiburan yang
‘ -

vl d
serta menentukan tempat Ta“u{
L4 . . . a‘
meliputi bidang sent dan olah raga-
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f. Jasa konsullan Pariwisata adalah ysap (89)
dibidang pariwisata. * Usaha yang bergerak

2. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wj :
kedalam : Wisata dikelompokkan
a. Pengusahaan obyek dan daya :
tank w
kegiatan membangun dan mengelola Ob)iiladar:elgiuu
tarik \zisata beserta sarana dan prasarana yang diperlukan
atau Kegiatan mengelola obvek dan da
vang telah ada. ya ik vasata

b. Pengusaha obyek dan daya tarnk wisata budaya
n}o_::ru‘pakan usaha pemanfaatan sem budaya bangsa untuk
dijadikan sasaran wisata. "

C. Pengenlbangan obyek dan tarik minat khusus merupakan
usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni
budaya bangsa untuk menimbulkan dava tarik wisatawan
dan minat Khusus sebagai sasaran wisata.

3. Usaha Sarana \Visata terdiri dan :

akomodasi adaldh suatu wahana untuk

a. Penvediaan
jasa penginapan vang dapat dilengkapi

menyediakan
dengan jasa lainnya.

b. Penvediaan maban  dan Mminum  vang  uang lingkup

Kegiataniva mernyediakan hidangan dan minuman untuk

umum ditempat usahanya.

aly usaha yarg ruang lingkup
mengelola sarand dari
jasa-]asa laihnya Yans
dilaksanakan di laut,

C. snvediaan wisala irta adas

kegiatannya menvediakan dan

a men vcc‘la} an
yang

raduk.

prasarana sert
Lerkaitan dengan rekreast

pantai, sungai, danau dan W

el
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prasarana  pengembpan mer 2
swig SN parivisaty dalam suanr:
pasal 2 cukup jelas
pasal 3 cukup jelas

pasal 4 avat(2)

fasilitas  untuk mengj

gnap 1
pembayaran  harjap serta i:in m?;ﬂrync:zﬁn
restoran/rumah makan dan bar serta fasilitas lainnya- '

b. M(?tf:l adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, dan
fasilitas  untuk persinggahan  dengan perhitungan
pembayaran setiap 6 (enam) Jam dan menyediakan garasi
pada = tiap-tiap kamar serta dapat menyediakan
restoran‘rumah makan;

c. Humian Wisata/Service Apartemen adalah suatu bentuk
usaha akomodasi untuk tinggal sementara yang dikelola
. suatu badan dengan perhitungan pembayaran mingsuan
atau bulanarn;
d. Penginapan Remaja adalah spatu usaha vang
menvediahan  tempat  mengzinap den  fasilitas uniuk
kegiatan rcmaja dengan perhitungan pembayaran hanan
serta dapat menyediakan restoran/rumzh makan;
ntuk wisala dengar

am terbuka atau
sebagai tempat

¢. Perkemahan adalah suatu  bentut
menggunalkan tenda vang dipasang d’ al
kereta gandengan -bawaan sendiz,
menginap;

tu usaha Yang

" ‘no  adalah sua
f. Jasa Bopa atau Catenng atas . mengolah
o) n f astlitas untuk -

mcnyediakan  tempatk, da
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(a

h.

(91)

numan Yano "
sekurang-kurangnya untuk 50 o-mnc melayani  pesanan
3 o

Sua § C ‘
tu usaha yang menyediakan  temp;at dan fasil;
| 0 . pat, v fasilitag

" > Xonferensg ;
okakary ey
I_, l\ 1\3[\ a, Upﬂcara, Pamcran, bazar, dan scicnisn\-::unar,

Obyek Wisata adalah suatu usah
tempat untuk menyimpan,
purbakala, Pcn_inggalan sejarah, seni budva, pelestanan,
dn pel.nbudldzryaan flora, dan fauna serta menata dan
memelihara keadaan alam, dan dapat menyediakan
restoran/rumah makan serta akomédasi: o

a4 Yang menyediakan
memelihara benda-benda

Atrakst  Wisata  adalah  suatu  usaha  vane
menyeleng:arakan pertunjukan kesenian. olah ;agav,
pameran‘promosi dan bazar di tempat tertutup atau di
tempat terbuka vang bersifat temprer baik komersial
maupun tidak komersial;

Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan
tempat, dan fasilitas - untuk membenkan kesegaran
jasmani, dan rohani vang mengandung unsur hiburan,
bcndidikan, dan kebudayaan serta dapat menyediakan

restoran‘rumah makan;

Gelanooann  Repang  adalah - suatu nsaha  vang
111cn\:£5iak;n tempat, dan fastlitas .un(uk bcrcnar}g da]n
Dcnﬁaman anak serta dapat menyediakan restoransrumah
makan;

W\ yang menyvediakan

IJadang Golf adalah suatu usal dapal

ll 4 . 1 o H Scna
n 1 : um aKkan;
menvediakan restoran/rumah makan;

24
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menyediakan restoran/rumah makan;

iclangg.ang 1?)013 Gelinding/Bowling adalah suatu usaha
Z ng menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk

emam bola gelinding serta dapat menyediakan
restoran/rumah makan;

Arcna Bola Sodok/Billyard adalah sumatu usaha yang
menyc.dlakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk
bermain bola sodok/billyard scrta dapat menyecdiakan
restoran/rumah makan;

Musik Hidup adalah suatu usaha yang menyediakan
tempat, alat musik, pemain musik, peayanyi dan fasilitas
untuk mengadakan pertunjukan musik, serta ‘dapat
menyediakan restoran / rumah makan, dan atau bar;

Karaqke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat
peralatan, dan fasilitas untuk menyanyl yang diiringl
musik rekaman, serta dapat menyediakan restoran /
rumah makan atau bar;

yang Iﬁmycdiakan tempat,

fasilitas untuk pertunjukan
makan;

Bioskop adalah suatu usaha

peralatan pemutar film darn
film serta dapat menyediakan restoran / rumah

n adalah suatu usaha Yyang

- / Salo
Pangkas Rambut atan, dan fasilitas untuk

menyediakan !empat, per

memotong, menaia, dan menas rambut; 25
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Pasal
Pasal
Dasal
Pasal
Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

paSa]

(93)

u. Kesenian Tradisional adalah
- Suatu  usah
menyediakan tempat, peralatan, : dana fas);;;%
untuk  pertunjukan  hiburan tradisional sert dapat
menyediakan restoran / rumah makan; p

v. Fitness Centre / Sanggar Senam adalah suatu usaha Yyang
menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk olah
raga / kebugaran tubuh serta dapat menyediakan
restoran/rurnah makan;

w. Arena Lathan Golf adalah suatu usaha yang

menyediakan tempat, peralatan, fasllitas dan pelath untuk
latihan golf serta dapat menyediakan restoran / rumah makan.

5  cukup jelas i
6 cukup jelas :

7 cukup jelas

8 cukup jelas

9 cukup jelas

10  Pengelolaan usaha panwisata milik Pemermtah Kota

Pekanbaru adalah pengusahaan yang mcpyangkm usaha
jasa pariwisata, obyek dan daya tark wisata dan usaha

sarana wisata.

11 cukup jclas

12 Promosi Pariwisata scbagaimana
kegiatan yang meliputi usaha pencc.takaﬂt D st
penyediaan  bahap-banan informast, pu K efta etk
dalam media cetak, dan atau media clekironiK s
bahan promosi laimya.

13 cukup jelas

26
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Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

Pasal

Pasal
Pasal
Pasal
Pasai
Pasal

Pasal

14
15
16
17
18

19

N BNt
“ WY — O

bt
4

cukup jelas (94)

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas
Persyar: - i ‘
Padv}\lfi::tt:nadi?;;g s i penuti oleh - pengusa

v . 1 persyaratan yang fenntegrasi dengan

pcfxsyaratan lainnya seperti ; 1zin mendirikan bangung;l
1fm undang-undang gangguang (HO), rckomcndas’i
I\cseh-atan, rekomendasi  kebakaran yang pada saat
pengajuan permohonan izin-izin tersebut telah dimilik;
Izin usaha pariwisatanya sendid berlaku untuk jangka
waktu 3 ( tiga ) tahun. :

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas
Pengendalian dalam upaya menjaga ketertiban Kota

Pekanbaru, menjaga dan memelhara hak warga
masyarakat lainnya-yang menginginkan ketenangan dalam
beristirahat, bekerja, bersekolah atau Kegiatan-kegiatan
lainnya, untuk jenis hiburan umum waktu operastonalnya
diatur dan dibatasi scdemikian rupa. Sclain dari pada itu
uctuk menghargai dan  menghormali kesucian.bul.m
Ramadhan bagi Umat islam yang melaksanakan ibadah
puasa pada bulan tersebut agar tidak lergansgy

kekhusukkanuya dalam beribadah, maka terhadap us;xh;-
usaha umum seperti ; karacks atau pertunjukkan ter UE
dalam gedung yang tida

di juar gedung, atau tertuiup di di tutup deri
. 2. ! i
celaras dengan kesucian bulan Ramiadinan Ib u]mpsuno
segala kegiatan usaha, penutupan lcrscbl-” e]rl;tigrav;
- . / « =
dari awal bulan Ramadhan hingga selesainyd
Idul Fitn.
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cukup jelas

cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
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cukup jelas
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